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PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sanitasi merupakan salah satu tantangan dinas yang paling signifikan yang
berhubungan dengan pengurangan kemiskinan di Indonesia. Kurangnya sanitasi di
perkotaan dan pedesaan memiliki konsekwensi kesehatan dan pada lingkungan yang
berkelanjutan. Situasi ini memberikan tantangan signifikan dimana pemerintah
Indonesia merespon lewat komitmen mereka pada Millenium Development Goals
(MDGSs).

Indonesia memiliki system sanitasi perkotaan yang terendah di Asia. Kuran g dari
10 kota memiliki jaringan pembuangan limbah dan ini mencapai kurang lebih 1,3 %
penduduk kota. Tingkat investasi publik pada sector sanitasi kurang , dan kurangnya
tanggung jawab institusional yang jelas dan minat investasi pada sanitasi menunju kkan
defisiensi struktural pada sektor itu. Perubahan peran dan kewajiban diperoleh
dengan biaya dan desentralisasi fungsi, menjadikan institusional yang kurang jelas

bertambah buruk.

Sampai sekarang, kebijakan lingkungan vyang berarti kelalaian rumah tangga
merupakan tanggung jawab dinas kebersihan. Sekarang 70% rumah tangga diperkotaan
memiliki tempat sanitasi , kebanyakan dalam bentuk tangki septik yang tidak dibuat
dengan benar atau tidak berfungsi dengan baik. Kurangnya investasi, kelalaian da n
regulasi oleh pemerintah setempat, berarti bahwa pembangunan tempat pembuangan
yang baik dan higienis dan pengolahan tangki septik jarang. Kebanyakan limbah
mencari sendiri jalan saluran terbuka seperti sungai atau kanal, yang menghasilkan
kontaminasi luas pada air tanah dan air permukaan diseluruh negara, dan
mempengaruhi kelestarian penyediaan air baku. Menyebabkan peningkatan biaya

penyediaan kebutuhan air.
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Melihat cepatnya urbanisasi, pemerintah Indonesia mengakui krisis kebersihan
kota. Bagaimanapun kurangnya kegiatan yang dilakukan selama ini. Maksudnya
pemerintah relatif kekurangan sumber dan kekurangan kapasitas, strategi rinci,
mekanisme pembiayaan dan pengembangan instusional yang jelas pada sektor tersebut.
Bermacam inisiatif baru sedang dibi carakan, tetapi koordinasi masih terbatas. Tak ada
strategi pemerintah yang jelas untuk menerima sanitasi MDG, tidak juga sektor

pendekatan yang luas untuk memprakarsai kerangka keterlibatan donor.

Konsultansi Belanda tercapai awal tahun 2004, mengidentifikasikan sub sektor
sanitasi sebagai daerah dimana dana dari Belanda dapat di gunakan untuk manfaat yang
signifikan, mengisi kekosongan yang kritis pada keberadaan teknis dan pendanaan
terkait dengan sektor air yang lebih luas.

Keterbatasan lahan dan kawasan permukiman menyebabkan pemerintah
berusaha maksimal untuk menyediakan prasarana dan sarana permukiman yang layak
huni, sehat dan aman bagi masyarakat terutama untuk kalangan menengah ke bawabh.
Sejalan dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif sangat tinggi, ditambah
keterbatasan lahan perumahan dan permukiman akibat tingginya harga lahan, maka
pemerintah bermaksud menata dan memperbaiki kondisi lingkungan melalui program

pengembangan sektor sanitasi.

Dengan adanya kawasand kawasan tersebut, perlu difikirkan pengelolaanya,
termasuk pengelolaan limbah buangan. Untuk itu perlu dilakukan pembangunan
percontohan dengan pembuatan Sitem Pembuangan Air Limbah Terpusat di kawasan
kawasan permukiman kumuh dan permukiman sederhana guna mewujudkan prasarana
dan sarana permukiman yang layak, sehat, bersih, aman dan serasi dengan lingkungan

sekitarnya, dengan tetap memperhatikan keterjangkauan daya beli masyarakat.

Sementara itu kondisi eksisting yang ada saat ini berkaitan dengan perilaku
masyarakat terhadap limbah adalah sebagai berikut :

a. Tingkat kesadaran masyarakat akan kualitas lingkungan masih sangat rendah dengan
demikian masyarakat belum banyak terlibat dalam pembangunan prasarana dan
sarana air limbabh.

b. Pendidikan masyarakat yang rendah mengurangi kecepatan pembangunan prasarana

dan sarana air limbah.
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c. Kurangnya pengetahuan masayarakat tentang pembuatan pembuangan air limbah
setempat secara benar

d. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang perilaku hidup besih dan sehat yang
mncerminkan bahwa air limb ah bukan merupakan isu penting bagi masyarakat dan
kurangnya sosialisasi yang kontinyu tentang limbah terhadap kesehatan
masayarakat.

e. Keterlibatan masayarakat yang masih rendah dalam pembangunan prasarana dan
sarana air limbah sering mengakibatkan pembangunan prasarana dan sarana limbah
salah sasaran, tidak efisien, serta keberlangsungan (sustainability) operasionalisasi

prasarana tidak dapat dijamin.

Mengingat keterbatasan yang ada serta kebutuhan pelayanan prasarana dan
sarana air limbah di kawasan permukimn kumuh dan permukiman sederhana yang
memadai dan memenuhi syarat teknis, maka perlu dilakukan kegiatan pendampingan
Konsultansi Manajemen Teknis pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat di

kawasankawasan kumuh dan permukiman sederhana.

Program air bersih dan sanitasi untuk Asia Timur dan Pasifik (WSP 6 EAP)
berupaya merekrut konsultan, untuk memberikan pelayanan bekerja sama dengan
pemerintah Indonesia dalam pengembangan dan implementasi program pengembangan

sektor sanitasi di Indonesia.

ISSDP mencoba mendukung pemerintah Indonesia dalam membangun kerangka
kerja pelayanan sanitasi yang berkelanjutan di Indonesia, dengan penekanan tertentu
pada pendekatan pro masyarakat miskin di perkotaan. ISSDP merupakan sub program 3
sampai 4 tahun (CY 2006 6 2009) untuk program air dan sanitasi (WASAP) dengan dana
yang besar dari Belanda . Dana perwalian dilaksanakan oleh kantor Bank dunia di

Jakarta. WSP 8 EAP bertanggung jawab terhadap implementsi sub program ISSDP.

Gambaran ringkas tentang Program Pengembangan Sektor Sanitasi ISSDP adalah :
a. Maksud & Tujuan program ISSDP

1 Meningkatkan kondisi kesehatan, lingkungan dan ekonomi masyarakat Indonesia,
khususnya masyarakat miskin, melalui peningkatan pelayanan sanitasi
1 Meningkatkan profil sanitasi di Indonesia, melalui:

o0 Peningkatan awareness (pemerintah, masyarakat, NGOs, swasta)
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0o Pemantapan strateqgi
0 Membaiknya tingkat investasi (penggalian dan mobilisasi dana pemerintah,

swasta, NGOs, masyarakat)

b. Sasaran Proyek
Mantapnya kerangka kerja yang berkelanju tan bagi pelayanan sanitasi yang berpihak
pada masyarakat miskin melalui pengembangan penyusunan kebijakan dan
perencanaan strategi yang terpadu dan efektif, pengembangan kapasitas

kelembagaan, dan pembangunan kesadaran.

c. Jangka Waktu, Pendanaan, dan Cakupan Proyek

1 3-4 tahun (2006-2009)

1 Dana yang disediakan oleh negara donor (Pemerintah Belanda) dalam program ini
sebesar + US$ 8 juta

7 Untuk sementara akan dimulai dari sektor air limbah domestik. Selanjutnya akan
juga mencakup persampahan dan drainase.

1 Untuk sementara dilaksanakan di 6 kota yang telah dipilih berdasarkan mekanisme
penjaringan minat: Payakumbuh, Jambi, Banjarmasin, Surakarta, Blitar, dan
Denpasar.

d. Apa yang diperoleh dari ISSDP?
Paket lengkap:
1. Kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi perkotaan yang efektif dan terpadu
1 Efektif: disesuaikan dengan kondisi masingmasing kota berdasarkan
pembelajaran dari keberhasilan di tempat lain
1 Terpadu: mulai dari kajian kebutuhan / permintaan, penyusunan st rategi dan
rencana aksi, penyadaran dan kampanye, uji coba & umpan balik pada
penyempurnaan program
2. Rencana aksi pembangunan sanitasi perkotaan
3. Program kampanye penyadaran (pemerintah, publik, stakeholders lain) yang
disesuaikan dengan rencana aksi
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola sanitasi
5. Uji coba sebagai hasil nyata yang dapat direplikasi di lokasi -lokasi lainnya
6. Membuka kesempatan untuk memperbesar akses kepada sumbersumber dana
yang ada
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7. Dukungan teknis sesuai dengan kebutuhan spesifikdaerah masing-masing.

e. Beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1 ISSDP bukan semata program fisik / investasi. Penekanan utamanya justru pada
pelengkapan dan pemantapan strategi dan rencana aksi di tingkat daerah dengan
didukung oleh program peningkatan kesadaran akan pentingnya sanitasi.

1 Setiap kota dapat memiliki kondisi yang berbeda -beda baik dari cara pendekatan
pembangunan sanitasinya maupun prioritas kegiatannya.

7 Tim fasilitator dan ahli yang disediakan sifatnya dukungan perbantuan; arahan
program sepenuhnya menjadi tugas pemerintah daerah melalui Pokja Sanitasi

masing-masing (sesuai dengan lingkup dan cakupan ISSDP).

f. Harapan: untuk keberhasilan pembangunan sanitasi dan kesehatan masyarakat.

1 Meningkatnya kesadaran kolektif bahwa pembangunan sanitasi b uk anl ah Opos
pengeluarandé semat a, mel ai nkan suatu oOmodal
masyarakat di masa mendatang.

1 Pemantapan strategi, rencana aksi, dan komitmen semua pihak merupakan
prasyarat sebelum pembangunan sanitasi dapat

1 Pembangunan sanitasi hanya akan mengkontribusi pada pencapaian MDG apabila

dilakukan secara tepat sasaran, efisien, dan berkesinambungan.

1.2. MAKSUD & TUJUAN

(1) Menuangkan semua kegiatan dan temuan awal lapangan kedalam satu
laporan.

(2) Menggambarkan secara ringkaskonsep-konsep awal dikaitkan dengan upaya
upaya penyelesaian masalah dibidang kesehatan lingkungan secara luas
melalui aspek-aspek :

- Pemantapan strategi dan kebijakan yang diambil

- Pengembangan fisik prasarana dan sarana sistem yang ada

- Kampanye peningkatan awareness (pemerintah, masyarakat, NGOs,
swasta)

- Dorongan untuk membaiknya tingkat investasi (penggalian dan mobilisasi

dana pemerintah, swasta, NGOs, masyarakat).

Tujuan dari penyiapan laporan awal adalah :
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(1) Kemudahan bagi pelbagai fihak yang terlibat dalam kegiatan untuk

memahami persoalan sejak awal secara cepat.

(2) Upaya awal dalam rangka koordinasi dan kerjasama yang lebih baik sehingga

keinginan untuk adanya keterpaduan didalam melaksanakan kegiatan

dibidang ini dapat terwujud secara nyata.

1.3. SSTIMATIKA LAPORAN

Laporan disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

1.

o~ 0D

© © N o

Pendahuluan

Gambaran Umum Kota

Profil Sanitasi Kota

Profil kesehatan penduduk

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran/kampanye
pentingnya pola hidup bersih dan sehat (PHBS)

Masalah Pendanaan Program Sanitasi

Kelembagaan & regulasi yang terkait dengan program sanitasi

Analisa awal terhadap situasi yang ada

Rumusan awal permasalahan & alternatif penyelesaian

. Strategi Sanitasi Kota

. Program Dinas

. Konsolidasi Program Sanitasi Skala Kota
. Konsep Rencana Kegiatan Pokja

14.

Penutup

Laporan utama ini di lengkapi dengan dukungan data secara terpisah. Lampiran

berisi data dan informasi yang bersifat mendukung semua pernyataan yang disampaikan

didalam laporan utama.

1.4. PENDEKATAN & METODOLOGI
Langkah-langkah yang telah dilakuan dalam penyiapan Laporan Buku Putih ini

dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Melakukan pertemuan silaturahmi dengan Kepala Bapeko sebagai pejabat yang

mewakili Walikota.
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b. Melakukan pertemuan dengan semua Anggota Kelompok Kerja Sanitasi (POKJA
Sanitasi). Dalam pertemuan disampaikan secara sederhana akan tetapi lengkap
tentang maksud dan tujuan program ISSDP. Pertemuan dilanjutkan dengan tanya
jawab dan penyampaian komentar ataupun masukan.

c. Kunjungan ke lokasi-lokasi Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) merupakan
kegiatan berikutnya. Dari kunjungan ini selain dapat mengetahui secara pasti
keberadaan instalasi juga secara langsung melihat cara kerja dari system.

d. Tinjauan juga dilakukan ke sebagian dari daerah pelayanan di pusat kota &
daerah kumuh

e. Tinjauan yang juga penting telah dilakukan adalah ke lokasi permukiman yang
terletak ditepi sungai dan diatas sungai. Hal ini sangat penting mengingat
kehidupan dikota Banjarmasin sekitar 40% berada disekitar dan diatas sungai,
karena kota ini dikenal dengan kota seribu sungai.

f. Diskusi kecil telah dilakukan untuk mengetahui secara langsung pemahaman
masyarakat terkait kesehatan lingkungan.

g. Diskusi yang bersifat teknis dan mendalam juga telah dilakukan dengan staf UPT -
PAL. Dskusi telah memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kondisi yang
ada serta upaya-upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk
meningkatlan pelayanan Pemda kepada masayarakat dibidang ini.

h. Penyiapan laporan telah diupayakan dilakukan secara bersama antara Pokja
Sanitasi dan Fasilitator. Proses penyiapan laporan telah memakan waktu kurang
lebih dua minggu dengan diawali penjelasan tentang pentingnya Laporan Awal
serta bagaimana laporan akan disusun.

i. Kerja sama semua fihak ternyata banyak memberikan hasil yang baik.

Dinasdinas yang telah terlibat didalam penyiapan laporan adalah : PD PAL,
PDAM, Kebersihan, Kimpras (Cipta Karya), Dinas Kesehatan, Bapedalda , Bapeko, Bagian
Keuangan dan bahkan sektorsektor / dinas / lembaga yang mendukung seperti : D inas /
Kantor Agama, MUI, Infokom , Statistik, Pemberdayaan, PKK, Diknas, Dinas Tata Kota,
Kimpras (Bina Marga), PLN , BPN , Pertanian.
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~— Bab- 2
GAMBARAN UMUM KOTA

2.1. KONDIS GEOGRAFIAS DAN TOPOGRAFIS

Kota Banjarmasin secara geografis terletak antara 3°1 586 sampai® d@ngan
lintang selatan dan 114°9 8 6 . samp ai °d&& gawj url 4t i mur . Berada p
rata-rata 0.16 m di bawah permukaan laut de ngan kondisi daerah berawa-rawa dan

relatif datar. Pada waktu air pasang hampir seluruh wilaya h digenangi air.

Kota Banjarmasin terletak dekat muara sungai Barito dan dibelah dua oleh
sungai Martapura. Sehingga seolah olah Kota Banjarmasin menjadi 2 bagian. Kemiringan
tanah sekitar 0.13% dengan susunan geologi terutama bagian bawahnya didominir oleh
lembung dengan sisipan pasir halus dan endapan uluvium yang terdiri dari lempung

hitam keabuan dan lunak.

2.2. KONDIS WILAYAH ADMINISTRAS

Luas Kota Banajarmasin 72.00 km persegi atau 0,1%% dari luas wilayah Propinsi
Kalimantan Selatan, terdiri dari 5 kecamatan dengan 50 kelurahan.
Kota Banjarmasin berada di sebelah selatan, Propinsi Kalimantan Selatan
berbatasan dengan :
9 Di sebelah utara dengan Kabupaten Barito Kuala.
1 Di sebelah timur dengan Kabupaten Banjar.
9 Di sebelah barat dengan Kabupaten Barito Kuala.
9 Di sebelah selatan dengan Kabupaten Banjar.
Sesuai dengan kondisinya Kota Banjarmasin mempunyai banyak anak sungai
yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana trasportasi selain dari jalan

darat yang sudah ada
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2.3. KONDIS DEMOGRAFIS

2.3.1. Kependudukan
Pada tahun 2006 penduduk Kota Banjarmasin berjumlah 602.725 jiwa, terdiri
dari penduduk laki -laki. 300.582 jiwa dan 302.143 jiwa perempuan.

Berdasarkan wilayah kecamatan maka hampir sekitar 48 persen penduduk Kota
Banjarmasin berdiam di Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Barat dengan
tingkat kepadatan penduduk terbesar pada Kecamatan Banj armasin Barat yang mecapai
10.763 jiwa/km. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per Kecamatan dapat
dilihat pada tabel 2.1.

Laju pertumbuhan Penduduk secara alami dipengaruhi oleh Jumlah penduduk
lahir, mati, dan migrasi. Berdasarkan hasil Sensus laju pertumbuhan Penduduk di
wilayah Kota Banjarmasin mengalami penurunan sejak dua dasawarsa ini. Tercatat laju
pertumbuhan penduduk tahun 1980-1990 sebesar 2,36 persen dan turun menjadi 1,02
persen pada periode tahun 1990- 2000.
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Gambar 2.1.

“PETA KOTA BANJARMASIN

Jalan 2006.shp
Bts-kecamatan.shp
Banjarmasin Barat
[] Banjarmasin Selatan
Banjarmasin Tengah
[_] Banjarmasin Timur

| Banjarmasin Utara
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Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan
Tahun/ Year 2006

Kecamatan/ Jumlah Keg:ﬁghe:jnéiurglrah
District Penduduk P
Km® Rumahtangga

1) 2) (3) 4)
01. Banjarmasin Selatan 144.349 7.153 4
02. Banjarmasin Timur 113.654 9.849 4
03. Banjarmasin Barat 143.898 10.763 4
04. Banjarmasin Tengah 110.105 9.443 4
05. Banjarmasin Utara 90.719 5.949 4
Jumlah/ Total 602.725 8.371 4

Sumber : BPS Kota Banjarmasin
Source : Statistics Of Banjarmasin City

2.3.2. Pendidikan

Faktor yang sangat berperan dalam pencapaian pembangunan suatu bangsa
adalah tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan penduduknya akan
membawa berbagai pengaruh positip bagi masa depan di berbagai bidang kehidupan.
Guna mencapai pendidikan yang harapkan diperlukan sarana dan prasarana serta unsur

penunjang lainnya dalam proses pendidikan.

Tabel 2.2. memberikan gambaran mengenai jumlah sekolah, jumlah gur u, kelas
dan murid pada jenjang pendidikan dasar dan menengah baik negeri maupun swasta

pada lingkungan dinas pendidikan dan departemen agama di kota Banjarmasin.

Tabel 2.3. menggambarkan keadaan perguruan tinggi di Kota Banjarmasin.
Jumlah perguruan Tinggi Negeri di wilayah ini sebanyak 2 perguruan tinggi yaitu
Universitas Lambung Mangkurat dan IAIN Antasari. Perguruan Tinggi yang berstatus
Swasta sebanyak 20 buah tercatat dibawah KOPERTIS Wilayah IX.
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Tabel 2.2.
Jumlah Sekolah, Kelas, Murid dan Guru
Menurut Tingkat Pendidikan/
Number Of Schools, Classes, Pupils And Teachers
Tahun/Y ear 2005/2006

Tingkat Pendidikan Sekolah Kelas Murid Guru
1) (2) (3) (4) (5)

01 TK

Negeri 1 6 171 18

Swasta 213 563 14229 837
02 Sekolah Dasar

Negeri 249 1419 54135 2274

Swasta 32 241 8437 818
03 SLTP

Negeri 34 461 16774 1185

Swasta 23 131 3721 433
04 SMU

Negeri 13 201 7274 527

Swasta 17 163 5136 459
05 SMK

Negeri 5 100 3853 313

Swasta 9 87 2726 270

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kota Banjarmasin.

Source : National Education Office Of Banjarmasin City
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Tabel 2.3.
Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta/
Number Of Student Of Private University
Tahun/Y ear 2005/2006

Nama Perguruan Tinggi Laki-Laki | Perempuan Jumlah
1) (2) (3) (4)

01. UNISKA 1.086 702 1.788
02. UVAYA 771 745 1.516
03. STEI Indonesia 74 84 158
04. STIE Nasional 711 651 1.362
05. STEI Panca Setia 461 233 694
06. STIMI 340 383 723
07. STKIP PGRI 531 1.272 1.803
08. STIH Sultan Adam 148 326 474
09. STIA Bina Banua 321 159 480
10. AMIK 307 181 488
11. AMNUS 69 87 126
12. Akademi Filsafat GKE 81 115 196
Jumlah/ Total 2005/2006 | 4.900 4.908 9.808

2004/2005 | 8.116 6.457 14.973

2003/2004 5.744 6.645 12.389

2.3.3. Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat
dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan
tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, yang
pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktip. Menurut data dari
Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin pada tahun 2005 terdapat 10 Rumah sakit umum dan

1 rumah sakit bersalin.

Sarana Pusat kesehatan lainnya adalah Pusat Kesehatan Masyarakat sebanyak 26
unit dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu 31 unit. Untuk pengembangan sarana
kesehatan dan jumlah sarana kesehatan per Kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.4 dan
tabel 2.5.
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Tabel 2.4.
Pengembangan Sarana Kesehatan/
Development Of Medical Infrastructure
Tahun/Year 2001 - 2004

Jenis Sarana 2003 2004 2005

1) (2 3 4)

01. R.S. Umum 10 10 10
02. R.S. Jiwa - - -
03. R.S. Bersalin 3 1 1
04. R.S. THT - - -
05. Puskesmas 26 26 26
06. Puskesmas Pembantu 31 31 31
07. Puskesmas Keliling 21 21 22
08. BKIA 3 3 3
09. Posyandu 336 320 326
10. Apotik 71 79 94
11. Balai Pengobatan 40 47 56
12. Kilinik 1 1 1
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Tabel 2.5.
Jumlah Sarana Kesehatan per Kecamatan /
Number Of Medical Infrastructure By District

Tahun/Year 2004
SaranaKesehatan B.masin | B.masin | B.masin | B.masin | B.masin Jumlah
Selatan | Timur Tengah Barat Utara
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

01. R.S. Umum 1 4 3 2 1 10
02. R.S. Jiwa - - - - - -
03. R.S. Bersalin 1 - - - - 1
04. R.S. THT - 1 - - - 1
05. Puskesmas 6 6 5 5 4 26
06. Puskesmas
Pembantu 11 5 2 6 7 31
07. Puskesmas
Keliling 5 5 5 4 4 23
08. BKIA - - - - - -
09. Posyandu 68 72 60 68 66 334
10. Apotik 6 15 57 9 7 94
11. Balai
Pengobatan 8 16 15 11 6 56
12. Klinik - - - 1 - 1
Sumber : DinasKesehatan Kota Banjarmasin.
Source : Health Service Of Banjarmasin City
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2.3.4. Perekonomian
Berdasarkan data dari BPS Kota Banjarmasin tahun 2005 diperoleh data

pekerjaan masyarakat sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Lapangan Pekerjaan berdasarkan jenis kelamin

Lapangan Pekerjaan Laki-Laki | Perempuan | Jumlah
01.| Pertanian 4,14 1,13 5,27
02.| Pertambangan & Energi 1,63 0,78 2,40
03.| Industri 6,70 2,41 9,12
04. Listrik, Gas dan Air 1,03 0,00 1,03
05. | Konstruksi 9,73 0,26 9,99
06. | Perdagangan 23,71 18,89 42,60
07.| Angkutan & Komunikasi 8,63 0,00 8,63
08.| Keuangan 1,06 0,81 1,87
09.| JasaJasa 12,47 6,29 18,76
10.| Lainnya 0,33 0,00 0,33

Jumlah 69,44 30,56 | 100,00

Berdasarkan data dari BPS Kota Banjarmasin tahun 2005 diperoleh data PDRB
sebagai berikut :
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Tabel 2. 7.
Pertumbuhan Penduduk per Tahun

PDRB Pertumbuhan
Tahun
(Juta Rp) (persen)
2003 3.954.131 11,48
2004 4.332.180 9,56
2005 5.000.890 15,44

Adanya kelesuan ekonomi akibat krisis moneter yang berkelanjutan,
menyebabkan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin
banyak masyarakat miskin perkotaan. Sehingga berkembang permukiman kumuh yang

berakibat semakin menurunnya kualitas lingkungan dan kesehatan masayarakat.

Terkait dengan rencana tata ruang kota Banj armasin sesuai Perda yang ada, dan

perda yang terbaru masih dalam proses.
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Gambar 2.2.
Rencana Pemanfaatan Ruang Kota Banjarmasin
Tahun 2011

114°34' BT 1147 38° BT

1147 38" BT
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— Bab-3
PROFIL SANITASIKOTA

3.1. GAMBARAN KONDIS KESEHATAN LINGKUNGAN

3.1.1. Sanitasi umum : gambaran daerah dikaitkan dengan kondisi kesehatan

lingkungan, termasuk daerah yang mengalami pencemaran berat (hot spot).

Dari jumlah penduduk kota Banjarmasin pada tahun 2003 sekitar 18,50% ( Sumber
. Studi - Bappeko ) adalah keluarga miskin. Dari peta dapat dilihat lokasi -lokasi
konsentrasi masyarakat miskin, dan sudah bisa dipastikan fasilitas sanitasi yang ada
disana sangat kurang dan kumuh.

Menurut hasil study dan sosialisasi pengembangan rumah susun kotaBanjarmasin

Tahun 2003 ada 6 kriteria penilaian kawasan kumuh :
1. Kepadatan penduduk

2. Kesesuaian RUTRK

3. Lokasi strategis

4. Kepadatan bangunan

5. Tata letak bangunan

6. Status lahan

Dari penilaian total kriteria tersebut disimpulkan bahwa ada beberapa kelurahan

yang masuk dalam klasifikasi yang menjadi sasaran studi ini :

A. Kel urahan dengan kondisi kumuh O6Sangat tinggi
1. Kelurahan Kelayan dalam
2. Kelurahan Kelayan tengah

3. Kelurahan Belitung Selatan
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B. Kkl urahan dengan kondi si kumuh &6Cukup Tinggi
1. Kelurahan Murung Raya
2. Kelurahan Kelayan Barat
3. Kelurahan Karang mekar
4. Kelurahan Kuripan
5. Kelurahan Belitung Utara
6. Kelurahan Kelayan Luar
7. Kelurahan Teluk Dalam
8. Kelurahan Gedang
9. Kelurahan Seberang Mes;jid

10. Kelurahan Melayu

C. Pemerintah mempunyai konsep penangananlingkungan permukiman kumuh :
1. Terintegrasi dan menyeluruh
2. Upaya pemberdayaan dan permampuan
3. Pembangunan yang berkelanjutan
4. Pembangunan bertumpu pada masyarakat
5. target utama : perempuan dan anak -anak

6. Membangun tanpa menggusur

D. Ditambah lagi dengan peningkatan kualitas lingkungan permukiman berbasis
6 TRI DAYASO

- Tumbuhnya keswadayaan masyarakat
- Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman

- Meningkatnya ekonomi masyarakat
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Gambar 3.1
Lokasi pemukiman kumuh (sumber BAPPEKO 2006)
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3.1.2. Kualitas air : gambaran kualitas air permukaan & air tanah

a) Kualitas air permukaan

Kualitas air permukaan di kota Banjarmasin sangat bervariasi.
Keadaan demikian tergantung dimana sungai tersebut berada serta fungsi /
pemanfaatan sungai tersebut. Ada sungai yang terletak di daerah yang
penduduknya padat kemudian sungainya sempit, sehingga banyak sekali
terdapat sampah atau buangan yang dihasilkan oleh masyarakat seperti
buang hajat dibuang ke sungai, keadaan demikian karena terbatasnya
fasilitas penampungan sampah sementara, terbatasnya tempat buang hajat
yang memenuhi syarat sanitasi atau karena sikap dan perilaku masyarakat
yang kurang baik. Kemudian ada sungai yang terletak didaerah kawasan
industri sehingga limbah / hasil buang industri tersebut dapat memberikan

kontribusi terhadap pencemaran air sungai/air permukaan.

Namun sebagian besar air sungai terutama sungai yang membentang
di Kota Banjarmasin, atau yang disebut dengan sungai Martapuran keadaanya
masih belum mengkhawatirkan, walaupun fungsinya tidak bisa secara
langsung digunakan seperti untuk keperluan minum (Kelas I), namun setelah
melalui proses pengolahan oleh PDAM air tersebut layak untuk diminum.

Pada daerah tertentu air sungai Martapura yang jauh dari industri
masih digunakan oleh PDAM untuk keperluan air bersih masyarakat, seperti di

daerah sungai sungai bilu atau Banua Anyar.
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